PERATURAN BEUPATI MUARA ENIM
NOMOR - TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN STANDARISASI BIAYA PERJALANAN DINAS
DAN PERJALANAN PINDAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, TENAGA KERJA

Marmimbang

Mengingat

ol

. d

SUKARELA IPEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BUPATI MUARA ENIM

bahwa Petunjuk Pelaksanaan dan Standansasi Biaya Pefalanan Dinas dan
Feralanan Dinas Pindah Pegawan Megeri Sipil di Lingkungan Pemerintan
Kabupaten Muara Enim yang diatur dengan Keputusan Bupali Muara Enm
Momor 26 Tahun 2005 tanggsl 5 Januan 2005 dipandang sudah tidak
zesuai lagi dengan tingkat harga yang beraku saat i |

bahwa berdasarkan pedimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Peraiuran Bupati Muara Emim tentang Fetunjuk Pelakssnaan
dzn Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas dan Ferjalanan Dinas Pindah
FPegawail Negen Sipil di Lingkungsn Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Undang-Undang Momor 28 Tahun 1259 {entang Pembentukan Daerah
Tingkat | dan Kotapra@ di Sumatera Selatan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1553 Momor 73, Tambahan, Lembaran Negara
Fepublik Indonesia Momor 1821);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974  tentang Fokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomeor
25, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonssia Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang MNomor 43 Tahun
1995 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 189% Momor 168
Tambsahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 3890}

Undang-Undang Momer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara
[Lembaran MNegara Republik Indonesia Tshun 2002 MNomor 47,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Namar 4285);

Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

Undang-Undang MNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Fengelolaan dan Tanggung jawsb Kecvangan MNegara (Lembaran Magara
Republik Indenesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Nagara
Republik Indonesia Mamor 4400);
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Menstapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Pengeiolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesiz Tahun 2005
MNomor 140, Tambahan Lembaran Megara Republik Indcnesia Momaor
45781,

Feraluran Pemerintan Momor 65 Tahun 2005 tenteng Pedoman
FPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran
Megara Republik indonesia Tahun 2005 MNomor 150, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585),

Peraturan  Pemerntah Momor 8 Tahun 20068 teptang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahum 2006 Nomor 25, Tambanhan Lembaran Megara Repubihk
Indonesia Momaor 45147

Peraiuran Meneri Dalam Megeri Momor 13 Taehun 2006 {entang
Fedoman Pengelolaan Keuangan Daeraly,

Peraturan Menteri Dalam Megen Momor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daegrah Tahun
Anggaran 2007,

Peraturan Menten Keuangan Momor 45/PME 05/2007 tentang Panatanan
dinas Jabatan dalam Megern bagi Pejabal Megara, Pegawai Megen dan
Pegawai Tidsk Tetap, sebagaimana telah divbah dengan Peraturan
Menter Keuangan Momor B2/PME.OS2007;

Feraturan Daarah Kabupaten Muara Emm Nomar 1 Tahun 2007 tentang
Fenetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2007
MEMUTUSKAN :
FERATURAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN STANDARISAS] BIAYA PERJALANAN DINAS
DAN PERJALANAN PINDAH BAGI PEGAVWAI NEGERI SIPIL. TENAGA
KERJA SUKARELA PEGAWA| TIDAK TETAP DI LINGEUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
BABI
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati Muara Erim inmi yang dimaksud dengan

R R

Dagrah adalah ¥abupaten Muara Enim,

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim

Bupati adalah Bupati Muara Enim.

Pegawai Megen Sipl adalah setiap Warga Negara Rl yang lelah memenuhi syarat yeng

ditentukan, diangkat oieh pejabat yang berwenang dan diserahi lugas dalam suatu jabatan
Megen atau diserahi tugas Negara ainnya

™

Pejabat Megara adalah Bupat dan VWakil Bupah



4]

=4

(2}

(3,

Fegawal Tidak tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangks waklu fertenty GLna
melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat tekmis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka Sistem
Kepegawaian yang lidak berkedudukan sebagai Pegawai Megeri

Fejabat yang berwenang adalan Kepala Mantonkepala Satvan Kearja dan Pimpinan
Proyek/Bagian proyek dilingkungan Departemen/Lembaga bersangkutan,

Ferjalanan  Dinas Dalam Neger yang selanjutnya dissbut peratanan dinas  baik
perseorangan maupun secara bersama adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang
araknya sekurang kurangnya & {Lima) kilometer dar batss kota, yvang dilakukan datam
wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negars atas perinizh pejarat yang
bervenang termasuk penatanan dan tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonssia
untuk bertolak keluar negen dan dan tempat tiba di Indonesia  dari luar negen ke fempat
wang dituju di dalam negen

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya

.ourat Perntah Pengalanan Dinas (SPPD) adalsh Surat Tugas kepads Pajabat, Pegawai

Megeri Sipil dan Pegawal Tidak Telap untuk melaksanakan perjalanan dinas

Wilayah Jabatan adalah wilayah kera dalam menjdlankan tugas.

- Tempal kedudukan adalah tempatikota kantorfsatuan kerja/proyek {kegiatan) berada.

Pasal 2

Fzjzbat Negara, Pegawal Nager Sipil dan Pegawal Tidak Tetap yang akan melaksanakan
pernalanan dinas harus terlebin dahulu mendapat persetujuan/perniah atas annya

Penntah atasan sebagaimana dimakzud dalam ayat (1) adalsh atasan dan Fejabat
Megara. Pegawai Negen Sipll dan Pegawan Tidak telap yang akan melaksanasan
perjialanan dinas

Pazal 3
Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal - hal sebagai berikut -

& Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan gerintah perglanan dinas datam
wilayah jabatannya; dan

b, Dalam hal penalanan dinas keluar wilayah |abatannya, pejabat vang berwenang hams
memperoleh persetujusn/perintzh dan atasannya.

Dalam hal pembiayaan pefalanan dinas  bersumber darn Proyek/Bagian Proyek
{kegialan), maka pejabat yang berwenang adalah Pemimgin Frovelk/Hagian Proyvek
(Keqiatan)

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan peralanan dinas, maka SPFD
ditanda tangani cleh

a. Alasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan
dengan atasan langsungnya;

2. Dirinya sendin atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut Mmerupakan
pejsbat terlingi pads tempat kedudukan pejabat yang bersangkulan, setsish
memperoleh persetujuan/perintah atasannya.



BAB I

JEMIS PERJALANAM DINAS

Fazal 4
Perjalanan dinas meliput ©
=z Pernatanan Dinas Dalam dasrah
b, Penatanan Dinas Keluar daorah,
c. Peralanan Dinas Pindah
Fasal 5

FERJALAMAMN DINAS PINDAH

(11, Perialanan dinas pindah merupakan pengalanan dings dan tempat kedudukan yvang ama
ketempat  kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputesan pindab bagi Pejabat
Meogara, Pegawai Meger Sipll den Fegawa Tidak tetap besera keluarganya yang gah
dalam wilayah daerah

(21, Unlux peralanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan biaya
sasua) dengan lampiran V Peraturan Bupati ini

i3] PFenalanan dinas pindah atas dasar permohonan sendin fidak diberikan biaya pedalanan
dinas.

BAB I
BlAY A PERJALANAN DINAS

Paszal &

(1) Biaya peralanan dinas terdii dari uang hanan lumpsum yang mencakup biaya
penginapan/biaya makan, biaya transportasi setempat dan uang saku.

{2) Uang Representasi bagi Pejabal MegaraPegawai Maegeri Sipil diberikan sesuai dengan
Lampiran | Peraturan Bupali ini

(3) Biaya perjalanan dinas Bag Pejabat Negara diberkan sesuai dengan Lampiran |l
Peraturan Bupati ini.

{4) Biaya perjalanan dinas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) diatas diberikan
sesuai dengan Lampiran 1l Peraturan Bupati ini.

(5 Dalam hal panatanan dinas harus segera dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas
belum dapat dibayarkan, maka biaya penalanan dinas dapat dibayarkan setefah pernalanan
dinas dilaksanakan dengan melampirkan laporan terulis,

Pa=zal 7

Biaya perjalanan dinas dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerahl yang
mengeluarkan SPPO Yang bersangkutan.



{2}, Pejabal yang berwenang memben perntah perjalanan  dinas agar mempermatikan
tersedianya dana yang diperukan untuk malsksanakan parjalanan tersebut dalam anggaran
Satuan Kera Perangkal Daarah

Pasal 8

Pejabal Megara, Pegawai Negen Sipl dan Pegawal hdak tetap ddarang menerima- blayz
perjalanan dinas rangkap (dua kali atau febih) untuk peralanan dinas yang dilakukan dalam
wakliu yang sama

Pasal 2
Peralanan dings bagi Pejabat MNegara yang memakan waktu kurang dari § (enam) jam,

diberikan uang haran sesual dengan Pasal 11 Peraturan Menleri Keuangan Nomor
45/PMK_05/2007 dan sesuai dengan Lampiran Il Nomor 3 Peraturan Bupali ini.

Fasal 10

1) Biaya peralanan dinas bagi Pegawai MNegen Sipil digolongkan dalam S {Enam)
Tingkat yailu

Tingkat 8 untfuk Pejgbat Negara lainnya dan Pejabat Eselon |
Tingkat C untuk Fejabat Eselon i

Tingkst O Untuk Fejabat Esslon [II/Golongan IV

Tingkat E untuk Pejabat Eselon [ViGolongan [I1;

Tingkat F uniuk PN3 Golongan Il dan |.

L= = B I B =

2y Biaya perslanan dings bag Fejahat Negara disamakan dengan perjalanan dinas Pegawa:
Megen Sipl Tingkat B,

(3], Pegawal Negen Sipil Gelongan | dapat melakukan perjzlanan dinas datam hal mandssak
khusus seperti dalam hal tlenaga teknis Gdak diperoleh ditempal bersanghkutan;

{4). Pegawal Tidak Telzp yang melakukan perjalanan dinas unluk kepentingan MNegara,
digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) diatas oleh Pejabsat
yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan.

{5). Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Femennial dan pelayanan masyarakat vang disesuaikan dengzsn kondise anggaran
Saluan Kera Perangkat Diaerah berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

8y Penyediaan belanja perzlanan dings dslam rangka study banding agar dibatasi baik
jumlah orang. jumilah han maupun frekuensinya dan dilakukan =ecara selektif agar tidzk
meninggalkan kewapban untuk melaksanakan tugas dan tanggung  jawab yang
diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan study banding dapat
dilakukan sepanjang memilki nilai manfaal guna kemajuan daerah yang hasinys
dipublikasikan kepada masyarakal

Pasal 11

{1y Penugasan untuk mengikub undangan dalam rangka workshop {lokakarya) dan seminar,
dan lokakarya ataz undangsn atau iswaran dan organisasiiembaga terentu diluar
instansi pemenntan supaya dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja
perzlanan dinas
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Untuk penghematsn  anggaran  uresan  dinas  yang  dapst diszlesaikan  Jdengan
menggunakan sarana telekomunikas yang tersedia (telepon, faximile, dsb), lidak perlu
melakukan peralanan dinas

Pazal 12

Bizya Transport Pegawal sesuai dengan tarf yang berlaku (kereta ap, kapal laut kapal
udara).

Jumlan yang tersra dalam Lampiran | sampai Lampiran V  Peraturan Bugat im
meamnpakan dasar perhitungan uniuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat
Negara lainnya, Pegawai Neger Sipil dan TKS, Pegawai Tidak Tetap yang melakukan
peralanan dinas menurut lingkatnya masing masing.

BaB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, PERJALANAN PINDAH
DAN PERTANGGUNG JAWABANNY A,

Pasal 13

Untuk dzpat melakukan peralanan dinas, Pejabat Megara/Pegawai Negen SipillPegawal
Tidak Tetap harus dibenkan SPPD dan Pejabat yang berwenang menurut  conloh
sebagaimana Lampiran VI, VI, VIl Peraturan Bupati ini

Pejabat yeng berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinds yang
biayanya dipebankan pada Anggaran yang lersedia pada DPA- Satuan Kerfa Perangkat
Caegrah berkenaan.

Dalam hal SPPD ditanda tangani oieh Atasan Langsung Pejabal yang benwenang
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hundf b, mska pembiayaan peqalanan dinas
dapat dibebankan pada DPA- Satuan Kera Ferangkat Daerah.

Pejabal yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menstapkan alat transport
yang digunakan wuntuk  melaksanakan peralanan yang  bersangkulan dengan
memperhatikan kepentingan serta tujuan pefalanan dinas fersebul,

Pa=zal 14

SPPD merupskan bukti, pelaporsn dan pertanggungjawaban pelaksanaan penalanan
dinas

Calam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan, perubahan
perubahan dilzakukan dengan coretan harus dibubuhi paraf dan Pejabat yang bervenang.

Perhitungan besamya jumlah biaya peralanan dinas dicatat ssbagar daftar permintaan
SFPPD.

Pembayaran biaya penalanan dinas diring dicalatl pada lampiran SPFPD dengan dibubuti
tanda tangan Bendzhara pengeluaran yang bersangkutan serta tanda tangan Pejabat
Megara/Pegawai Negen Sipl/Pegawai Tidak letap yang akan melakukan peratanan dinas
sebagai tanda terima

i
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Pada SPPD dicalat

a. Tanggal berangkat dari tempal kedudukantempat berada dan ditandatlangan oleh
pejabat yang berwenang /Pejabat lain yang ditunjuk.

Tanggal tiba dan berangkat di'dan tempat tujuan dan  dilandatangam  olsh
pifak/pejabat ditempat yang didatang, dan

L)

€. Tanggal tiba kembal ditempat kedudukan dan ditandatangani pejasbat yang
berwenang/oejabal lzin yvang ditunjuk,

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah peralanan dinas berakhir SPPD yang telah
dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan Pajabal yang berwenang/Pejabat
lain yang diturjuk diserahkan kepada Bendahara pengeluaran yang semula membayarkan
biaya penalanan dinas kepada Pegawar bersanghkutan, unfuk selanjuinya digunakan
dalam penyusunan pertanggungjawabannys kepada Kepala Satuan Kerja Psrangkst
daerah selaku pengguna anggaran,

Pada dasarmya pertanggungiawaban mengsnai biaya pergianan dinas yang tslah
dirayarkan dibatas: hingga pada pembuklizn bahwa penalanan dinas dimaksud benar
Benar telah dilakukan dengan twuan dan wakiu yang telah ditetapkan.

Fasal 15

Pegjabat yang berwenang bernanggung jawab atas kelertiban pelaksanaan Perasturan
Bupat ini dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Fejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan penalanan dinas yang
mempunyal prioftas nggl dan penting sertz mengadakan penghematan dengan
mengurangi frekuens:, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Fejabat yang berwenang, Pegawal Megen Sipil dan Pegawar Tidak Tstap yang melzkukan
peralanan dinas berlanggung j@wab sepenuhnya alas kerugian negara sebagai akibat
dari kesalahan, kelalzizn atau keslpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan
penalanan dinas berkenaan.

Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3
dapat dikenakan tindakan berupa;

a. Turtutan gant gl sesua dengan ketentuan perundang - undangsn yang beraku;
dan atau
B. Hukuman administratfl dan indakan tndakan lainnya menurat ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Ketentuan bag Pegawai Negen Sipil yang karena Jabatannya harus melakukan perjalanan
dinas tetap dalam wilaysh jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap. diatur dengan
Feraturan tersendin,



Pasal 17

Biaya perjalanan dinas bag Pimpinan DFRD dan anggeta DFRD Kabupaten Muara Emm datur
s=hapan berikut ;

{11, Surat Perintah Penalapnan Dinas keluar/dalamdaeran Kabupaten Muara Enim bagi anggola
DPRD Kabupaten Muara Enim ditandatangani oleh Ketua®Wakil Ketua DPRD Kabupaten

Muara Emim

{2y Biays penalanan dinas bag anggota DPRD Kabupaten Muara Enim datam hentuk Diaya
transport dan lumpsum ditetapkan oleh KetuaiWakil Kewa DPRD Kabupaten Muara Enim

3y Dalam hal Pejabat yang berwenang akan malakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditanda
tangani oleh:

3 Alasan langsungnya sepanjang pejabat vang berwenang satu tempat kedudukan
dengan atasan langsungnya; atau
b. Atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebul merupakan Pejabal Teringi
pada tempat kedudukan pejabat yang bersanghkutan.
BAB W
KETENTUAMN PEMNUTUR
Fasal 18
Peraturan Bupat im mulas beraku pada tanggal diundangkan
Agar setizp orang mengetshuinya, memenntahkan pengundangan Peraluran Bupat in dengan

penempatannya dalam Benta Dasrah Kabupaten Muara Enim

Ditelapkan d Muara Enim

~_jfadia tanggal it a Fﬂ]ﬂm&dg ﬂﬂ?_

BUPATI MUARA ENIM
.a;u:pﬁ

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Egim

ABDUL WHHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E
i T



Lampiran | Peraturan Bupali Muara Enim
Nomor - BLey) TAHUN /8007
Tanggal . -1-] - 10 Q-W?-

1. UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA |

NOMOR | URALANTUJLAN CRANGIHAR
' IBU KOTA PROPINSI NOM IBU KOTA
IBU KOTA R PROPINSI
1, Pajabat Megara 250000 200.000
i Bupatiwakil Bupati
|

2. UANG REPRESENTASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

[NOWOR | URAIANTUJUAN ORANGIHAR]
= IBU KOTA EROFPINSI MON B KOTA
IBU KOTA B PROPINSI
$ Eselon || dan  Pejabat 200,000 160,000
lainnya yang sotara
| o
4
BUPATI MUARA ENIM .
A 'L—_ll.—-.a_

DJINAP



Larnpiran Il Peraturan E!-u&ail Muara Ernrn

Nomaor 3 AN o7
Tanggal \| - |9~ Boag

3. STANDAR BIATYA PERJALANAN DINAS BAS| FEJABAT NEGARA.

Mo LIRALAMN f TUSUAM

FEJABAT KETERAMNGAN
MEGARA

! lou Kola Megara R

# Jurmlah Uang Harian (Lumpsuenm)
Biaya Pengmapan

Biaya Makan

Angkutan Setempat

Lang Saku

gl

B, Tikel Pasawat PR

2.350.000 | Dibayarkan secara Lumpsum
800.000
250.000
S00.000

T 000 Q00

Lumpsum | Sesuai tanf yang berlaku,

iy lbukota Propinsl dan tempat-tempat
fgin  (dalam Propinsi  Sumaiera
| Selatan)
Jumiah Llang Harian. {Lumpsum)
1. Biaya Penginapan
2, diaya Makan
d. Uang Sake

3 | Penalaran  pulang Pergi yang
memakan waklu kurang dan & jam
{Luar Kabupsisn Dalam Proginsi)

TO0.000 | Dibavarkan secara Lumsum
3000040
150000
250 000

#00.000 | Dibayarkan secara iUmsum
I

—

EIUPATIM ARA ENIM \
N/\/\-"X T .
HalLAMUDIN DJINAF"

I



Lampiran 1l Peraturan Eus;ti Muara Emum

Moo TAHL 3-3}?
Tanggal 1. |g ,:,!w;

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH!

KELUAR DAERAH .
1. PNS ESELOM.
M LIRalAR F TUIIAY EGELDM NI ESELOHM N EZELON i
GO BV GOLIE-IvE GELIE- 1D
| HELUAR DAERAH PROPIMNS
1B KOTA MEGARA
Jumlzh Uang Harian (Lumpsum) 450000 T00.000 B50.000
1. Penginapan GO0.000 400000 350,000
2. Biaya Makan 150,000 100 000 100 000
3. Angkutan selempat 100,000 160,000 100 000
4. Uang Saky 100.000 100,000 104,000
il RELUAR DAERAN KABURPATEN
IBL BOTA PROPINS
Jumlzh Uang Harian {lumpsum} 425.000 400,000 375000
1. Penginapan 200.000 1rh 000 150.000
2. Biaya Makan 7a.000 TE.OOO FL.000
3 Angkutan selempsat 75000 75.000 75000
4. Uang Sakuy 75000 75,000 75.000
il DaLam DAERAM
IBL BiOTA RECAMATAN
| Jumlzh Liarg Harian {Lumpsum) 265.000 235.000 220,000
[ 1. Penginapan 1&45.000 150 c01 FES.000
[ 2. Biaya Makan 0000 Soong ak.o0o
3. Uang saku £0.000 35000 35.000

3



2. PNS NON ESELON

WO LIRALAR F TULLIAR [ SOL W oL | oL |
| - L |
| RELUAR DAERAH FEORIMEI | |
IBL) KOTA MEGARA
Jumiah Lang Harian (Lumpsiirm) 450.000 400,000 365,000 340,000 |
| 1 Penginapan 300.000 00,000 275000 | 250.000
2. Biaya Makan 50.0040 L0000 L5000 50,000 |
3. ANgK U£3” setompal R0O.Q0O 25000 20,0404 20.000
| 4. Lang Saku 50.000 25,000 20,000 20,000
[l KELUAR DAERAH KABUPATEN ;
| [BLI KOTA PROBIMSI
| Jumlah Uang Harian (Lumpsum) 125,000 260,000 190.000 180,000
1. Penginapan 1¢#5.000 TS0, 000 100 000 RRALa R Y
2. Biaya Makan =0.000 00000 50000 80,000
I g ":'-”'!'Ik“h-lrj selempat 50000 | 25.000 20 000 20.000
4. Uanyg Saku 50000 | A5.000 20.000 20000
=y L =00 T
o il DALAM DAERAH N
1BU KOTA KECAMATAN
dumlah Uang Harian {Lurmpsum) 155,000 180000 150.000 120,000
1. Penginapan 125000 125,000 100,000 T2A000
2. Biaya Makan 35000 35,000 35000 35,000
3. Uang Saku 25 000 20.000 | 15.000 10,000
S - |
: ~
aupaTi Mara ENIM \

A

KALAMUDIN DJINAP

4
LS

il



Lampiran IV Peraluran Bu

- 74 TAluy Aoo]

4. TARIF LUMSUM PERJALANAN DINAS PINDAH.

M,

LRALAR F TUIUAR

Momior

ti Muara Enrim

Tanggal 11 -1 - J,WF

Pangkat!
Golongan

I Muars Ermim

2. fuara Enim

3 . Muara Enrm

i Muara Enim

| Kuara Bzlida

| Bamende Darat Lad ld = W0
: Soemende Doral Ui

| S2mende Carat tengah
Taftang Ubi

Fanukal Ltara

Fanukal

Shah

Fambiang |
' lubai |
Tarnah Abang

I
|
|1t — e

flf= —1id

I = Ik

Gelumbang

Biaya Pmdah
Dalam
Kabupaten
450 000
400000
350000

00,000

Lembak

Felakar

Sungai Boian
Tarurg Agung
Gunung Megang
Benakat
Fambang Dangku

| Ljan Mas i
| Lawang Kidul

nelerangan

Dibayar  100%.  dari

| ketentuan

Diibsasear darl

kedenluan

Fa%e

| Cibayar  ¥5%  dari

i katenlean

Dibayar 100% dar
kateniuan

AntEr Fecamalar
yang tidak melalu
lbuko:a  Kabupaten
dibayar H0%
sedangkan yang
rreizlzlui Ikt
Habupaten  dibayar

|00,

| Urnluk Fensiun

dibayarkan 100% dar
| ketentuan,

| Blaya pesalanan
[ pinciah cimagud
| dapat dibayar selelah

ybs menunjukkan
| Surat keteramgan

menjalankan  fugas
dilempal vang bans
|
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l.armpiran % Peraturan Bupati Muara Enim

{

Sumber Data; Bagian Umurn Selda Kabupaten Muara Enim.

KALAMUDIN DJINAP

Momor D g8 TA Mo ;i:n:'.“l 1
Tanggal - 44 - g - o0y
5. Daftar Standarisasi Bahan Bakar Minyak kendaraan dinas
ASAL TUJUAN JUMLAH
LITER Heterangan
huara Enim Ujan Mas — Lawang Hidul 15 liter
Mugra Enim | Benakat - Gunung Megang 23 Liter =
Muzra Enim | Rambang Dangku 30Liter _
 Musra Enim | Prabumulin 30 Liter ‘
~ Muara Enim | Tanah Abang 35 Liter
hMuara Enim | Talang Lioi o all Liter
Kiuara Enim Fenukal- Penukal Utara-Abab- 40 Litar
Mugra Enim  Lembak a5 Liter
~ Muara Enim Gelumbang &3 Liter
~ Muara Enim | Sungai Rotan 40 Liter
Muara Enim Lubay 40 Liter .
Muara Enim Rambang 40 Liter i
Muara Enim | Kelakar 40Liter |
Muara Enim | Muara Belida 40 Liber .
Muara Enim | Tanjung Agung 35 Liter i
Muara Emim | Semendo Carat Laut 40 Liter .
huzara Enim | Semendo Darat Tengah 40 Liter E
Mugra Enim | Semendo Darat Ul 40 Liter |
Musra Enim | Palembang 50 Liler
Mugra Enim | Jakarta 300 Liter
Muara Enim | Bandung 350 Liter ]
Kendaraan Bus | :
Muzra Enim | Palembang 80 Later |
- Dalam Kabupaten | Disesuaikan dengan kebutuhan . |
|



| smpiran V| Perbap Maas Enim
Nomor : 2 TAHUN 2007
Tanggal: 41 -9 - 3007

PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM

SURAT TUGAS

NOMOR .

Dasar

MamaMip
Pangkat! Gol
MNIF

Jabatan

Kepada :

I

MamaMip
Pangkal Ga
MIF

Jabzian

ik

G By -

Turmbusan .

ol

vvemeennieees TAHUN - 2007

MENUGASKAN

Dikeluarkan di
Pada tanggal

Pezjabat Yang Berwanang/Pejabat lain yang ditunjuk

Mip.



Lempiran V1 Peroup Muara Enim

Nomer - 34 TAHUN 3003
Taraad 41 2 lg - poe%

Liembar ke |
Kode Mo,
MTiar

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

IpE-'fEI bt berwenandg vang memhen
Fernnlah

Marms { MIP Pegawai yang diporintahkan

&. Pangkal dan Golongan niang qaji a.
memiul PR Mo, & Tabun 1957

b, Jabatan | Inslansi
o Tingkal menerubu pesaturan
| penalanan dinas

Maksud Parjalznan Dinas

Alat-angku! vang dipegunakan

& [a Tempal berangkal a.
0. Tempal tujuan b
. Lamannya pejalanan dinas a.
o Tanggal berang=an b
o Tanggal hans kembali [ fiba di £
fempat oans ")
Pengikul . Mama Tangoa! Lahr |. Feterangan
k: '
2
3
4.
5,
Fembebanan anggaran :
a4 Instansi |
b, Mata Anagaran iu_

keterangan Lain-lain

Y Coret vang Hdak perlu

DIKELUARKAN DI L MUARA ENIM
PADA TANGGAL

Fajabat Yang Berwenang/Pojabat lain yang ditunjuk

RS



Lamipiran Wil Perbup Muara Enim

Momor o TAHU 2007 -
Tanggal: 44 - i) - '}qqi}

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SEPLD Moma
tangaal
NG, RINCIAN BIAYS JUMLAH KETERAMNGAN
i
2
3
4
=
B
[
]
1 E — —_—— —
_JUMLAH - Fp. o
Terbilang *
Telah dibséyar sequmlah Telah menerima jumilab wang sehesal
Sondalariwan Yang maenerma
MIF. IIER
FERHITUMNGAN SPFD RAMPLING
Ditetapkan s jumlab PRP
tang telah dibayar semula n
Sisa kurang ! letih (=12

Fziabat Yang Berawenzno'Pejzbat l2in yang ditunuk



